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Ringkasan 
Pembangunan di Indonesia bedangsung sangat pesat berkat 
kerjasama pemerintah dan sektor swasta (baik domestik maupun 
asing). Peningkatan pembangunan prasarana dan sarana infra­
struktur memerlukan biaya yang sangat besar dan merupakan 
kendala tersendiri bagi pemerintah. Guna menanggulangi kendala 
pem~iayaan diciptakan peIjanjian BOT di mana investor menanggung 
sepenuhnya pembiayaan pembangunan proyek namun pemilikan 
proyek sepenuhnya di ~angan pemerintah. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui klausula-klausula 
yang terkandung dalam perjanjian BOT dan akibat hukum dari 
peneantuman klausula tersebut dalam perjanjian BOT. Penelitian ini 
bersifat normatif dan merupakan studi kepustakaan. Bahan hukum 
yang digunakan adalah bahan hukum primer berupa peraturan 
perundang-undangan dan format peIjanjian BOT sedangkan bahan 
hukum sekunder berupa bahan pustaka yang terkait dengan 
permasalahan yang dikaji. Seluruh bahan hukum diinventarisasikan, 
dikelompokkan (kategorisasi) kemudian dianalisis seeara kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian 
BOT dilakukan dengan terlebih dahulu mendirikan perusahaan 
patungan atau (sekedar) membuat perjanjian kerjasama. Klausula 
yang terdapat dalam perjanjian BOT meliputi klausula yang berkaitan 
dengan : (a) hak dan kewajiban para pihak, (b) peng- operasian, (e) 
pembiayaan, (d) jaminan, (e) daya paksa (force majeuTl, (f) ingkar janji 
(wanprestaSl), (g) pemutusan perjanjian, (h) penye- lesaian sengketa, 
dan (i) pilihan hukum. 
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Indonesia saat ini sedang melaksanakan Pembangunan Lima 
Tahun Keenam (Pelita VI) yang merupakan awal dan 'Pembangunan 
Jangka Panjang 25 Tahun Kedua (PJP II). PJP I telah mencapai 
sasarannya yaitu telah terpenuhinya kebutuhan pokok rakyat dan 
struktur ekonomi yang semakin seimbang antara industri dan 
pertanian. Selanjutnya PJP II akan menghadapkan bangsa Indonesia 
dengan berbagai peluang sekaligus tantangan sebagai akibat 
kemajuan yang telah dicapai dalam PJP I yakni kemajuan yang pesat 
dan ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk transportasi dan 
informasi) serta pengaruh dari globalisasi yang melanda dunia. 
Pertumbuhah ekonomi menjadi aspek pembangunan yang 
sangat vital mengingat pertumbuhan ekonomi menjadi paradigma 
yang mengkedepan dalam proses pembangunan suatu bangsa. 
Pembangunan ekonomi yang sangat pesat dalam beberapa dasawarsa 
terakhir ini tidak dapat dilepaskan dari kerjasama antara pemerintah 
dengan sektor swasta dengan mitra usaha dari luar negeri. Hal ini 
telah disadari oleh pemerintah dengan mengemukakan bahwa untuk 
mencapai sasaran pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja 
diperlukan investasi'sebesar Rp. 660,1 trilyun selama Repelita VI dan 
dan jumlah tersebut sebesar 70% di antaranya dilakukan dengan 
partisipasi pihak swasta (baik asing maupun domestik) dan sisanya 
sebesar 30% akan disediakan oleh pemerintah (Meninves. 1995:1). 
Pembangunan yang ada ditandai dengan semakin meningkat­
nya pembangunan prasarana dan sarana infrastruktur. Peningkatan 
pembangunan prasarana dan 'sarana . infrastruktur memerlukan 
investasi yang sangat besar yang merupakan kendala tersendiri bagi 
pemerintah mengingat sangat terbatasnya dana yang dapat 
disediakan olell. pemerintah. Di sisi lain, pembangunan prasarana 
dan sarana infrastruktur sangat diperlukan untuk memacu 
pertumbuhan dan pemerataan yang telah dicanangkan oleh 
pemerintah. Guna menanggulangi masalah tersebut. salah satu cara 
yang ditempuh adalah bekerjasama dengan pihak swasta dengan 
sistem pembiayaan Build Operate and Transfer (BOT). Sistem 
. pembiayaan BOT banyak dilaksanakan untuk membiayai proyek­
proyek yang besar yang memerlukan biaya tinggi (mega proyek), 
seperti Proyek Bendungan Asahan, Proyek Jalan Tol Jakarta, 
Bogor-Ciawi, Proyek Pengadaan Telephone Mobil serta Proyek 
Eksplorasi dan Eksploitasi Sumber Minyak di Lepaspantai (Felix O.S., 
1994:3). 
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Metode pembiayaan sistem BOT merupakan sistem baru dalam 
pembiayaan proyek yang berskala besar. Di Indonesia, perjanjian 
BOT belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan 
padahal sifatnya sangat kompleks. Klausula-klausula yang terdapat 
dalam perjanjian BOT sangat kompleks dan rawan akan penyalah­
gunaan keadaan terutama bagi pihak yang memiliki posisi berunding 
(bargaining position) lebih lemah. 
Beranjak dari latar belakang yang peneliti kemukakan di atas, 
permasalahan penelitian ini adalah : 
1. 	 Bagaimana pelaksanaan perjanjian BOT pada proyek infra­

struktur? Pembahasan melipu.ti : 

• 	 proyek jalan tol dari Departemen' Pekerjaan Umum c.q. PT. 
(Persero) Jasa Marga; 
• 	 proyek sambungan telepon dari Departemen Pariwisata Pos 
dan Telekomunikasi c.q. PT. (Persero) Telkom; 
• 	 proyek pipanisasi (penyaluran gas) dari Departemen 
Pertambangan dan Energi c.q. Pertamina. 
2. 	 Klausula-klausula apakah yang terdapat di dalam perjanjian 
BOT? 
. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan juridis normatif 
karena baik pelaksanaan perjanjian maupun klausula-klausula 
perjanjian BOT dianalisis dari' Asas-asas Hukum Perikatan dan 
Hukum Perjanjian yang diatur dalam Kitab Undang-Undartg Hukum 
Perdata (KUH Perdata). Sifat penelitian merupakan studi 
kepustakaan. 
Bahan hukum yang digunakan berupa peraturan perundang­
undangan dan format perjanjian BOT. Bahan hukum sekunder 
berupa kepustakaan yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, 
termasuk laporan penelitian yang pernah ada mengenai, antara lain 
hasil penelitian Felix O.S. (BPHN, 1993-1994) dan Nurwahjuni (OPF 
LemHt Unair, 1995). 
Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan menggunakan 
Teori Bola Salju (Snow Ball Theory) yakni melalui satu bahan hukum 
ataupun informasi dikembangkan pada bahan hukum lainnya. 
Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif dan disajikan 
secara deskriptif. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan, yaitu : 
• 	 tahap I, melakukan inventarisasi dan sistematisasi bahan hukum; 
• 	 tahap II, melakukan analisis aspek hukum dan klausula-klausula 
yang terdapat dalam perjanjian BOT; 
• tahap III, menyusun laporan penelitian. 

Ketiga tahapan tersebut dilakukan dalam jangka waktu enam bulan. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, menunjukkan : 
1. 	 Pelaksanaan pembangunan sarana infrastruktur dengan sistem 
pembiayaan BOT dapat dilaksanakan dengan cara: 
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a. 	 mendirikan perusahaan patungan di mana salah satu 
pemegang sahamnya adalah pemerintah c.q. Departemen 
Pekerjaan Umum c.q. Pr. (Persero) Jasa Marga bagi proyek 
Jalan Tol. Konsekuensinya dana yang berasal dari investor 
serta hak atas tanah yang berasal dari pemerintah dikonversi 
menjadi saham yang diperhitungkan sebagai pemasukan 
masing-masing pemegang saham (investor dan pemerintah). 
Apabila proyek telah selesai dibangun dan dikelola maka 
kedua belah pihak akan mendapat bagian keuntungan secara 
proporsional sesuai dengan modal (saham) yang dimiliki oleh 
mereka; 
b. 	 membuat perjanjian kerjasama tanpa melalui pendirian 
perusahaan. Sumber dana berasal dari investor sedangkan 
pemerintah c.q. departemen (Departemen Pariwisata Pos dan 
Telekomunikasi melalui Pr. Telkom untuk Proyek 
Sambungan Telepon dan Departemen Pertambangan dan 
Energi melalui Pertamina untuk Pipanisasi Penyaluran Gas 
ke PLN) merupakan pihak yang bertindak sebagai pemberi 
kerja. Apabila proyek telah selesai dibangun dan dikelola, 
maka kedua belah pihak akan mendapat bagian keuntungan 
dengan Pola bagi HasH dihitung setelah diketahui besarnya 
investasi dan perkiraan produksi. 
2. 	 Perjanjian BOT merupakan perjanjian sui-generis yang 
dipengaruhi oleh hukum kontrak Gaya Anglo Amerika. Hal ini 
dimungkinkan karena prinsip kebebasan berkontrak (Pasal 1338 
KUH Perdata) dilandasi falsafah yang dianut dalam Buku III KUH 
Perdata yang bersifat sebagai hukum pelengkap (regeZends rechts 
atau dispositive rules). Dalam perjanjian BOT terdapat berbagai 
klausula-klausula, meliputi klausula yang berkaitan dengan 
. 	penentuan : 
a. 	 hak dan kewajiban para pihak, 
b. 	 pengoperasian, 
c. 	 pembiayaan, 
d. 	 jaminan, 
e. 	 daya paksa (force mqjeur). 
f. 	 ingkar janji (tuanprestatie), 
g. 	 pemutusan perjanjian, 
h. 	 penyelesaian sengketa, 
i. 	 hukum yang berlaku. 
Klausula-klausula tersebut penting untuk dicennati terutama 
apabila klausula-klausula tersebut bersifat membatasi dengan 
merugikan salah satu pihak (tie-in clause) dan dibuat untuk 
kemanfaatan salah satu pihak yang memiliki posisi tawar (bargaining 
position) lebih kuat. Lebih-lebih apabila perjanjian BOT telah dibuat 
dalam bentuk baku (standard form contract) yang rawan akan 
penyalahgunaan keadaan (Misbruik van Omstandigheiden). 
( 	 L.P .. I i"::s.kulU:.1J tiukua Llniverz1k.t 'urle.nL:f:e.; 

O~8/P2IP'l'/DPf'l.i/LI'I'HUD'V/1 ;,7, 20 Hei: 1~~7 ) 
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